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I KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI STRATEGIS RKPD

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka
ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI STRATEGIS RKPD:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program,
kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan,
prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan
daerah dalam 1 (satu) tahun;

2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang akan diusulkan oleh kepala
daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan
anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);

3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang
pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung
jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang
ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan

4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat
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I PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2026 g
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I PEDOMAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2026 (JIKA RKP)

RKP BELUM DITETAPKAN

Penyusunan RKPD Tahun 2026 memedomani tema,
prioritas nasional, dan sasaran pembangunan nasional
yang termuat dalam peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan nasional tentang rancangan

Penyusunan RKPD Tahun 2026 memedomani pada RKP Tahun 2026
RKP Tahun 2026 yang memuat arah kebijakan
pembangunan nasional Tahun 2026 dan Program

Strategis Nasional yang memuat arahan Presiden

yang bersifat strategis Tahun 2026 Sasaran pembangunan nasional meliputi laju
pertumbuhan ekonomi (%), PDRB per kapita (juta),

kontribusi PDRB provinsi, tingkat kemiskinan (%), tingkat
pengangguran terbuka (%), rasio gini, indeks modal
manusia, persentase penurunan intensitas emisi gas
rumah kaca (%), dan indeks kualitas lingkungan hidup

RKP SUDAH DITETAPKAN

Pasal 9 Pasal 9
ayat1 ayat (2-3)
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.l' U Rancangan kerangka ekonomi daerah

Prioritas pembangunan daerah

Rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
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I FASILITASI RKPD TAHUN 2026

Rancangan Perkada Disampaikan Gubernur ke
RKPD Provinsi Mendagri utk difasilitasi

>
i
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Rancangan Akhir ' Ranca@an Perkada @ Gambaran konsistensi program

RKPD 2026 RKPD 2026
@ Hasil reviu APIPD

KAB/KOTA
R

Rancangan Perkada Disampaikan Bupati/Walkota
RKPD Kab/Kota ke Gubernur utk difasilitasi Pasal 3

PERSYARATAN FASILITASI

@ Surat permohonan fasilitasi

@ Rancangan akhir RKPD
@ Berita acara kesepakatan musrenbang

www.kemendagri.go.id [[] Kemendagri RI W kemendagri (§) kemendagri —  —  — ——yF ——Fr ¥



I DALAM HAL RKP BELUM DITETAPKAN

— Gubernur
Gubernur dapat £ N\ menyampaikan Pergub
menetapkan rancangan | RKPD kepada Mendagri
Perkada RKPD 8 paling lama 7 hari sejak
penetapan

Jika sampai
Juni 2025,

RKP belum
ditetapkan

Bupati/Walikota
menyampaikan

Bupati/Walikota menetapkan —
rancangan Perkada RKPD Perbup/Perwal RKPD

paling lama 1 minggu §
setelah RKPD provinsi
ditetapkan

kepada Gubernur paling
lama 7 hari sejak
penetapan

Pasal
10
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I SETELAH RKPD TAHUN 2026 DITETAPKAN

digunakan sebagai bahan
evaluasi pembangunan dan
pedoman penyusunan
rancangan KUA, PPAS, dan
bahan sinkronisasi
penyusunan rancangan
peraturan daerah mengenai
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026
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RKPD

PROVINSI &
KAB/KOTA

digunakan sebagai bahan
evaluasi pembangunan dan
pedoman penyusunan
rancangan KUA, PPAS, dan
bahan sinkronisasi
penyusunan rancangan
Peraturan Daerah mengenai
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026

Pasal
11 (ayat 2)
12 (ayat 2)
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I SISTEMATIKA RKPD PROVINSI TAHUN 2026

= PENDAHULUAN
BAB 01 Menjelaskan gambaran umum penyusunan RKPD
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 9
Menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu,
selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD/RPD dan 02
dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH ,
: Menjelaskan kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun
berjalan, arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, serta

S ASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 1 berpedoman pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Menjelaskan perumusan prioritas dan sasaran : Pengelolaan Keuangan Daerah
pembangunan daerah berdasarkan pembahasan pada
bab-bab sebelumnya "

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
Menjelaskan arah kebijakan dan fokus pembangunan di
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH wilayah provinsi

Mengemukakan rencana program, kegiatan dan

subkegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi 06
pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
dan capaian kinerja yang direncanakan di RPJMD/RPD Menjelaskan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan

07 daerah untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja

tahunan yang ditetapkan menjadi IKU dan IKD

PENUTUP
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I SISTEMATIKA RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2026

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu,
selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD/RPD
dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan
acuan

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Menjelaskan perumusan prioritas dan sasaran

pembangunan daerah berdasarkan pembahasan pada
bab-bab sebelumnya

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Menjelaskan indikator kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah untuk memberi panduan dalam
pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi
IKU dan IKD

www.kemendagri.go.id n Kemendagri_RI y kemendagri kemendagri

02

06

01

PENDAHULUAN
Menjelaskan gambaran umum penyusunan RKPD

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun
berjalan, arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, serta
berpedoman pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Mengemukakan rencana program, kegiatan dan
subkegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi
pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD)
dan capaian kinerja yang direncanakan di RPJMD/RPD

I 07l PENUTUP



FORMAT ISIAN FASILITASI
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I FORMAT GAMBARAN KONSISTENSI PROGRAM ANTARA RPJMD/RPD*) DAN RKPD TAHUN 2026

KONSISTENSI PROGRAM ANTARA RPUMD/RPD *) TAHUN PELAKSANAAN 2026

DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

PROVINSI/KABUPATEN /KOTA:

URUSAN/ TARGET Pg%%m / TARGET P%Tg;? T
NO. PROGRAM/OUTCOME INDIKATOR DAN OUTCOME INDIKATOR DAN KETERANGAN PENANGGUNG
(RPJMD/ RPD*¥) SATUAN RKPD SATUAN JAWAR
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Urusan Pendidikan.. gﬁ;ﬁkaﬂ
Program.. Program..
Outcome.... Outcome....
Program dst ... Program dst...
Outcome dst... Outcome dst...
Urusan dst... Urusan dst...

*) bagi daerah yang simultan dengan penyusunan RPJMD 2025-2026, mengunakan dokumen rancangan atau rancangan akhir
RPJMD 2025-2029; serta bagi daerah yang Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 belum
dilantik dan/atau belum memiliki rancangan RPJMD 2025-2029, mengunakan dokumen RPJMD 2021-2026 atau RPD.



FORMAT ISIAN FASILITASI RANCANGAN PERGUB DAN PERBUP/PERWALI TENTANG
RKP DAERAH TAHUN 2026

KONSISTENSI TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD/RPD *) TAHUN PELAKSANAAN 2026 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

RPJMD/RPD*) TAHUN PELAKSANAAN 2026 RKPD TAHUN 2026
INDIKATOR INDIKATOR
NO. KETERANGAN
gjﬁgﬁ TUJUAN/ SATUAN | TARGET ggggﬁlé TUJUAN/ SATUAN | TARGET
SASARAN SASARAN
(1) (2) (3) (4) (3) (6) (7) (8) (9) (10)
: Indikator Tujuan : Indikator Tujuan
Tujuan... Tujuan...
Sasaran... Indikator Sasaran... Indikator
Sasaran... Sasaran...
Tujuan dst... g;hkatﬂr Tujuan Tujuan dst... g;hkatmr Tujuan
Sasaran dst.... Indikator Sasaran Indikator
Sasaran dst... dst.... Sasaran dst...

*) mengunakan dokumen rancangan atau rancangan akhir RPJMD 2025-2029; serta bagi daerah yang Kepala Daerah hasil
pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 belum dilantik dan/atau belum memiliki rancangan RPJMD 2025-2029,
mengunakan dokumen RPJMD 2021-2026 atau RPD.



FORMAT ISIAN FASILITASI RANCANGAN PERGUB DAN PERBUP/PERWALI TENTANG
RKP DAERAH TAHUN 2026

KESELARASAN KESEPATAN RAKORTEKRENBANG TAHUN 2025
DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

NO

KODE
BIDANG
URUSAN

BIDANG
URUSAN

ASTA
CITA

OUTCOME
PRIORITAS

KODE
PROGRAM

PROGRAM

KODE
SUB
KEGIATAN

SUB KEGIATAN

INDIKATOR
SUB
KEGIATAN

TARGET HASIL
RAKORTEKRENBANG
2025

TARGET
RKPD
2026

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(12)

(13)




FORMAT ISIAN FASILITASI RANCANGAN PERGUB DAN PERBUP/PERWALI TENTANG
RKP DAERAH TAHUN 2026

UNTUK PROVINSI

DAFTAR KESELARASAN
SASARAN INDIKATOR MAKRO NASIONAL DENGAN PROVINSI

NAMA PROVINSI
TARGET NASIONAL TARGET PROVINSI SESUAI | TARGET RKPD PROVINSI
NO INDIKATOR RKP TAHUN 2026 RKP TAHUN 2026 TAHUN 2026 KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Laju Pertumbuhan

Ekonomi (%)

PDRB Per Kapita (juta)

Kontribusi PDRB Provinsi

Tingkat Kemiskinan (%)

Tingkat
Terbuka (%)

Pengangguran

Rasio Gim

Indeks Modal Manusia

e el I I bl ISl

Persentase Penurunan
Intesitas Emisi GRK (%)

o

Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
Daerah




RKP DAERAH TAHUN 2026

I FORMAT ISIAN FASILITASI RANCANGAN PERGUB DAN PERBUP/PERWALI TENTANG

UNTUK KABUPATEN/KOTA

DAFTAR KESELARASAN
SASARAN INDIKATOR MAKRO PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA

NAMA KABUPATEN/KOTA
TARGET KABUPATEN/KOTA TARGET RKPD
NO INDIKATOR TARGE‘TAEEEDQ{??EVINSI SESUAI RKPD PROVINSI KABUPATEN/KOTA KETERANGAN
TAHUN 2026 TAHUN 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Laju Pertumbuhan

Ekonomi (%)

N

PDRB Per Kapita (juta)

3. Kontribusi PDRB
Kabupaten /Kota
4. | Tingkat Kemiskinan (%)
5 Tingkat Pengangguran
' Terbuka (%)
6. Rasio Gini
7. Indeks Modal Manusia *)
] Persentase Penurunan
] Intesitas Emisi GRK (%)
Indeks Kualitas
9. Lingkungan Hidup
Daerah

*) untuk indikator Indeks Modal Manusi (IMM), penetapan indikator proxynya dapat disesuikan dengan kebijakan Provinst




FORMAT ISIAN FASILITASI RANCANGAN PERGUB DAN PERBUP/PERWALI TENTANG
RKP DAERAH TAHUN 2026

DAFTAR KESELARASAN
INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN /KOTA

RKFPD 2026 PROVINSI DAN
NO RKP 2026 KABUPATEN/KOTA #) KETERANGAN
INDIKATOR UTAMA TARGET INDIKATOR UTAMA TARGET
PEMEBANGUNAN PEMBANGUNAN
(1) (2) (S) (4) (5) (6)
1 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
2 Kesehatan Ibu dan Anak: Kesehatan Ibu dan Anak:
Angka Kematian Ibu (per 100.000 Angka Kematian [bu (per 100.000
kelahiran hidup) kelahiran hidup)
Prevalensi stunting (pendek dan Prevalensi gtunting (pendek dan
sangat pendek) pada balita (%) sangat pendek) pada balita (%)
3 | Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Insidensi Tuberkulosis (per 100.000
penduduk penduduk
Cakupan penemuan kasus Cakupan penemuan kasus
Tuberkulosis (treatment success, Tuberkulosis (treatment success
rate) (%o) rate) (%o
Angka keberhasilan pengobatan Angka keberhasilan pengobatan
Tuberkulosis (treatment success, Tuberkulosis (treatment success
rate) (%) rate) (%)
4 Cakupan kepesertaan jaminan Cakupan kepesertaan jaminan
Kesehatan nasional (%) Kesehatan nasional (%)
5 Hasil Pembelajaran: Hasil Pembelajaran:
a) Rata-rata Nilai PISA a) Persentase kabupaten /kota
yang mencapa.t standar
kompetensi minimum pada
asesmen tingkat nasional
untuk:
a-1 Membaca - Literasi membaca

*) Indikator Utama Pembangunan kabupaten/kota dapat disesuikan dengan kebijakan masing-masing provinsi.




FORMAT ISIAN FASILITASI RANCANGAN PERGUB DAN PERBUP/PERWALI TENTANG
RKP DAERAH TAHUN 2026

DAFTAR KESELARASAN
KEGIATAN PRIORITAS UTAMA

DUKUNGAN
PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN/
NO NASIONAL KEGIATAN PRIORITAS UTAMA SUB KEGIATAN DAERAH KETERANGAN
DALAM RKPD 2026
1. |Prioritas Penguatan Pers dan Media Massa yang
Nasional 1 Bertangung jawab, Edukatif, Jujur,
Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)
2. | Prioritas Transformasi tata kelola industri
Nasional 2 pertahanan dan penerapan skema
spend to invest
3. Pengembangan kawasan sentra

produksi pangan (KSPP)/lumbung
pangan Kalimantan Tengah

4, Pengembangan kawasan sentra
produksi pangan (KSPP)/lumbung
pangan Sumatra Selatan

. Pengembangan kawasan sentra
produksi pangan (KSPP)/lumbung
pangan Papua Selatan

6. Pengembangan kawasan sentra
produksi pangan (KSPP)/lumbung
pangan lainnya

7. Pembangunan pangan akuatik (blue
food)

8. Pembangunan pangan hewani

9. Pembangunan pangan lokal dan nabati

10. Fortifikasi dan biofortifikasi pangan
11. Peningkatan penyediaan energi




FORMAT ISIAN FASILITASI RANCANGAN PERGUB DAN PERBUP/PERWALI TENTANG
RKP DAERAH TAHUN 2026

DAFTAR KESELARASAN
INTERVENSI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

RKP 2026 RKPD 2026
DUKUNGAN PEMERINTAH
KODE KETERANGAN
LOKASI HIGHLIGHT LOKASI PRIORITAS DAERAH
PRIORITAS INTERVENSI PROGRAM/KEGIATAN/SUB
KEGIATAN
(1) (2) (3) (%) (2) (6)




TERIMA KASIH
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